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Produk Industri Rumah Tangga
(P-IRT)



SERTIFIKAT P-IRT

Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis

yang diberikan oleh Bupati/Walikota, melalui Dinas Kesehatan, terhadap pangan hasil

produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan

tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.

Dengan kata lain, SPP-IRT memiliki fungsi sebagai izin

edar suatu produk pangan, di mana setelah memiliki

SPP-IRT produk tersebut dapat secara legal diedarkan

atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual

langsung ke masyarakat luas. 
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MENGAPA PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 
HARUZ MEMILIKI IZIN?

Produk makanan/minuman yang beredar di masyarakat saat ini semakin banyak dan beragam

karena semakin berkembangnya teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Untuk

melindungi masyarakat dari produk pangan yang membahayakan kesehatan, maka salah satu

kebijakan pemerintah adalah dengan menerapkan Perizinan Produksi dan Izin Edar bagi

produk makanan. Karena dengan menerapkan kebijakan tersebut maka pemerintah dapat

melakukan pengawasan serta pembinaan agar produsen makanan/minuman memproduksi

pangan sesuai dengan Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB/CPPOB).



DASAR HUKUM P-IRT

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Pangan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,

Mutu dan Gizi Pangan.

5. Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.03.1.23.04.12.2205/2012 tentang Pedoman

Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.



SPP-IRT hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang masih berskala rumah

tangga, dan menghasilkan produk yang diperbolehkan untuk diproduksi oleh 

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Jenis Pangan Produksi IRTP yang Diizinkan untuk Memperoleh SPP-IRT

1. Jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT tidak

termasuk:

a. pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi

b. pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya

memerlukan lemari pembeku

c. pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku

d. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, booster

ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.

2. Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses produksi IRTP

di wilayah Indonesia, bukan pangan impor.

3. Jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah

memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (bulk).
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MANFAAT PRODUK PANGAN SKALA INDUSTRI 
RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI IZIN P-IRT

1. Produk sudah layak beredar

2. Produk bebas dipasarkan secara luas

3. Keamanan dan mutu produk terjamin

4. Kepercayaan pembeli meningkat

5. Profesionalitas produk terangkat

6. Meningkatkan nilai jual produk

7. Mendongkrak harga produk

8. Produk bisa masuk ritel besar



1. Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut :

• digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan

• digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP

• digit ke-4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota sesuai

• digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh

SPP-IRT

• digit ke-10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang 

bersangkutan

• digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku

2. Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT

3. Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan provinsi,

kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi,

Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan

kode propvinsi, kabupaten dan kota.

Pemberian Nomor P-IRT

Nomor P- IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut:

P-IRT No. 1234567890123–45



KODE
JENIS 

KEMASAN
KETERANGAN

1 Gelas 

Tidak digunakan untuk 

pangan yang disterilisasi 

komersial

2 Plastik 

Tidak digunakan untuk 

pangan yang disterilisasi 

komersial atau pasteurisasi

3 Karton / Kertas

4 Kaleng

Tidak digunakan untuk 

pangan yang disterilisasi 

komersial

5 Aluminium Foil
Termasuk aluminium foil 

kombinasi plastik **)

6 Lain-lain Misalnya daun

7 Komposit ***)

8 Ganda ****)

Catatan:

**) Aluminium kombinasi plastik :

yaitu kemasan aluminium di satu sisi dan sisi lainnya

berupa plastik transparan yang tembus pandang

sehingga bentuk dan warna produk pangan di

dalamnya dapat dilihat, umumnya berbentuk

standing pouch

***) Kemasan Komposit adalah adalah kemasan yang

terbuat dari dua atau lebih bahan kemasan yang

berbeda, misal plastik dengan alumonium foil, kertas

dengan aluminium foil

****) Kemasan Ganda adalah adalah kemasan yang

terdiri dari dua atau lebih jenis kemasan yang

berbeda pada satu produk pangan, contoh: kemasan

primer dan sekunder pada satu produk, misalnya

Aluminium Foil sebagai kemasan primer dan Karton

sebagai kemasan sekunder

Contoh Kode Untuk Digit No 
Pertama PIRT



Contoh Nomor P-IRT pada beberapa Produk

P-IRT No. 3063306010072-19

P-IRT No. 2031376010169-20



Contoh Nomor P-IRT pada beberapa Produk

P-IRT No. 2063278010887-23 P-IRT No. 2113572050224-21



Pengurusan Perizinan PIRT memerlukan
beberapa persyaratan seperti berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan

2. Pasfoto 3×4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar

3. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat

4. Denah lokasi dan denah bangunan

5. Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi

6. Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan

7. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi

8. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi

9. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi

10. Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan

11. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.



Tata Cara Pengurusan Perizinan P-IRT

Step 1

Step
2

Step 3 Step 4

01

02

Pemohon mengajukan surat permohonan
kepada kepala Dinas Kesehatan dengan
dilengkapi persyaratan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Selanjutnya
Dinkes melakukan pemeriksaan berkas

Pendaftaran & 
Pengumpulan Berkas

Pemohon diwajibkan mengikuti
penyuluhan keamanan pangan (PKP) dan 
lulus post test dengan nilai minimal 60.

Mengikuti PKP

03

04

Survei Tempat

Dinkes memberikan pertimbangan
terhadap permohonan izin yang diajukan, 
Jika sesuai standar atau peraturan yang 
ditetapkan maka dilakukan proses 
pemberian Nomor P-IRT dan PenyeraHan
SPP-IRT.      

Pengambilan Sertifikat

Prosedur pengurusan izin produksi pangan adalah dengan 
mendatangi kantor Dinas Kesehatan setempat.

Dinkes selanjutnya akan melakukan
auditing atau pemeriksaan pada sarana 
produksi pangan IRT tersebut



123/4567/89

Nomor urut tenaga/peserta

yang memperoleh Sertifikat

Kode provinsi dan

Kab./kota

Tahun

Penerbitan

sertifikat

Contoh Sertifikat PKP



Contoh Sertifikat P-IRT



SPP-IRT dapat diterbitkan jika :

1.Pemilik atau penanggungjawab produksi telah memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan

Pangan (PKP)

2.Tempat dan sarana produksi memenuhi persyaratan tehnis Cara Pengolahan pangan yang Baik

(CPPB)

3.Label memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan



PERPANJANGAN SPP – IRT & PERUBAHAN PEMILIK

o Untuk produk pangan yang memiliki masa kadaluarsa lebih dari tujuh hari, sertifikasi PIRT

dapat berlaku selama 5 tahun.

o Sementara produk pangan yang memiliki masa kadaluarsa kurang dari tujuh hari, sertifikasi

PIRT hanya berlaku selama periode tiga tahun.

o Walau memiliki batas masa berlaku, seperti sertifikasi lainnya, PIRT adalah sertifikasi yang

dapat diperpanjang setelah masa berlaku ini selesai.

1. PENGAJUAN PERPANJANGAN

Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.

2.  PERUBAHAN PEMILIK / PENANGGUNGJAWAB

Perubahan pemilik / penanggung jawab IRTP harus dilaporkan pada

Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Pelayanan Terpadu Satu

Pintu)


